KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMIITHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang

Mengingat

Al

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan
standar pelayanan yang menjadi pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang
Penetapan Standar Pelayanan Kerja Sama pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas
Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan kerja sama di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN PURWOREJO,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, JAROT SARWOSAMBODO
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO

Standar Pelayanan Kerja Sama

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

No Komponen Uraian
Penyampaian Layanan
1. | Persyaratan a. Mitra kerja sama menyampaikan surat permohonan kerja sama;

b. Mitra kerja sama meliputi:

1) Instansi vertikal pemerintah pusat

N

Pemerintah daerah

A W

)

)

) Perguruan tinggi yang terakreditasi

) Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah
)

Ul

Pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan.

c. Syarat administrasi pihak mitra kerja sama meliputi:

idih.kpu.go.id/jateng/purworejo



jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo

-

1) Sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk Mitra
Perguruan Tinggi;

2) Surat Keterangan terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Pemerintah Daerah yang berwenang untuk Lembaga Sosial Masyarakat setempat;

3) Surat Keterangan dari kementerian/lembaga/institusi setempat yang relevan untuk mitra kerja
sama lain yang terkait di bidang kepemiluan;

. Jam pelayanan adalah:

1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30 WIB

2) Jumat pukul 08.00 — 16.00 WIB.
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Sistem

Mekanisme dan

Surat permohonan/usulan kerja sama
Prosedur

dari calon mitra kerja sama

‘ ‘

Belum
Permohonan Permohonan memenuhi Perbaikan
Perjanjian Kerja Sama Nota Kesepahaman syarat ——#%| permohonan
T persetujuan
Nota
l l Verifikasi Kesepahaman
Penyampaian pemoh?nan
Pemeriksaan dokumen dan Pemeriksaan dokumen dan permohonan persetujuan
naskah Perjanjian Kerja Sama naskah Nota Kesepahaman |, Memenuhi | Ppersetujuan =" Nota
syarat Nota Kesepahaman
Kesepahaman ¢ I
l 4 l kepada KPU B £
Naskah Perjanjian " 1
Naska.h Kerja Sama belum Memenuhi
Perjanjian memenuhi syarat Svirat
Kerja Sama l
memenuhi l
syarat Perbaikan
naskah

Perjanjian Kerja
oleh pemohon/
pengusul

Penyampaian
permohonan persetujuan
Nota Kesepahaman yang

telah memenuhi syarat

Penandatanganan naskah
Perjanjian Kerja Sama/
Nota Kesepahaman

Persetujuan permohonan
naskah Nota
Kesepahaman

oleh KPU Provinsi kepada
KPU RI

!

Kesepahaman oleh KPU RI

Verifikasi permohonan
persetujuan Nota
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No Komponen Uraian
3. | Jangka Waktu | Tindak lanjut permohonan kerja sama sebagai berikut:
Pelayanan a. Perjanjian kerja sama: paling lama 7 hari kerja
b. Nota Kesepahaman: paling lama 15 hari kerja setelah mendapat persetujuan KPU RI

4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/tarif

S. | Produk Pelayanan Dokumen perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman (MoU)

6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan
Pengaduan, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo No.6,
Saran dan [Plaosan, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151 dan dapat melalui laman
Masukan/ kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum
Apresiasi Kabupaten Purworejo.

Pengelolaan Pelayanan
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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5-

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik|
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman|
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas
Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
Sarana dan a. Laptop/komputer;
Prasarana dan/| b. Printer;
atau Fasilitas c. Mesin fotokopi;
d. Scanner;
e. Jaringan internet Wifi;
f. Meja kursi
g. Air minum;
h. Sarana prasarana bagi kelompok rentan;
Kompetensi a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan kerja sama;
Pelaksana b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi
d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.

Pengawas Internal| a

b.

Inspektorat Utama KPU RI

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Jumlah 3 (tiga) orang pegawai KPU Kabupaten Purworejo per hari yang mempunyai kompetensi di bidang kerja samal
Pelaksana

Jaminan a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang
Pelayanan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan alamat Jalan Urip
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7.

Sumoharjo No.6, Plaosan, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151 dan
dapat melalui laman kab-purworejo.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Ketua dan/atau Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

b. Souvenir apabila melewati batas waktu.

7. | Keamanan dan|a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
keselamatan b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK)

pelayanan

8. | Evaluasi Kinerja |Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dilakukan

Pelaksana tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Par/tflzlla s-dan Hubungan Masyarakat, JAROT SARWOSAMBODO
PN
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